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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 :Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara dengan Bpk. Encu Sunardi selaku Ketua RW Kapuk 

Poglar, Cengkareng Jakarta Barat dan Bpk. Muhammad Sai Alhabsy selaku 

cucu dari Almh.Ibu Haja Ema Sarijah sekaligus ahli waris. 

Pertanyaan 

1. Sejak Kapan anda berdomisili di Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04? 

2. Apa yang anda ketahui tentang sejarah pertanahan di Kapuk Poglar 

Rt.07/Rw.04? 

3. Apakah anda mengetahui berapa luas tanah di Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 

4. Sejak kapan konflik pertanahan antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 

dengan Polda Metro Jaya terjadi serta kronologi permasalahan tanah / 

konflik pertanahan tersebut? 

5. Apa pernah dilakukan mediasi sebelumnya oleh pihak Polda? 

6. Bagaiman Peran Pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut? 

7. Apa saja upaya yang telah anda dan warga tempuh selama konflik tersebut 

berlangsung? 

8. Apa saja dampak yang dialami oleh warga selama konflik tersebut 

berlangsung? 

9. Menurut anda apa saja faktor penyebab terjadinya konflik tersebut?  

10. Apakah pernah mengubah  surat girik tersebut menjadi hak guna pakai? 

 



 

88 
 

Pedoman Wawancara dengan Bpk. Moh. Khabib Khariri, S.Ap. selaku Kasi 

Pemerintahan Kelurahan Kapuk.  

Pertanyaan 

1. Sebenarnya apa konflik yang terjadi antara Warga Kapuk Poglar 

Rt.07/Rw.04 dengan Polda Metro Jaya  

2. Bagaimana keterlibatan atau peran dari kelurahan pada saat konflik 

tersebut berlangsung? 

3. Adakah mediasi atau upaya mempertemukan kedua belah pihak yang 

berkonflik yang dilakukan oleh kelurahan pada saat itu?     

 

Pedoman Wawancara dengan Ibu. Feli Napraiseti, ST.,Msc selaku 

Subkoorinator Urusan Perencanaan Pertanahan (Dinas Cipta Karya, Tata 

Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta). 

 

Pertanyaan 

4. Adakah kebijakan yang telah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta didalam 

mengatasi berbagai Konflik Pertanahan yang terjadi di wilayah DKI 

Jakarta sendiri? 

5. Apa penyebab masih terjadinya konflik pertanahan dengan kasus sertifikat 

ganda atau tumpang tindih sertifikat 

6. Apa yang menjadi tujuan pemerintah menerbitkan Pergub DKI 207/2016?    
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Pedoman Wawancara dengan Advokat  

Pertanyaan 

1. Bagaiman Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan, jika kedua belah pihak 

memiliki alas hak atas tanah baik berupa sertifikat hak pakai maupun surat 

girik dari ahli waris? 

2. Mengapa sertifikat hak pakai dapat diterbitkan sementara masih ada 

pemiliknya dengan alas surat girik. 
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Lampiran 2:  Data Informan/ Narasumber 

No Nama Jabatan Waktu Tempat 

1 Bpk. Encu Sunardi Ketua RW 

Kapuk Poglar 

13 Desember 

2022 

Aula Kantor RW 

04 Kapuk Poglar 

2 Bpk. Muhammad 

Sai Alhabsy (cucu 

dari Almh.Ibu Haja 

Ema Sarijah) 

Pemilik 

Tanah/Ahli 

Waris 

13 Desember 

2022 

Aula Kantor RW 

04 Kapuk Poglar 

3 Bpk. Moh. Khabib 

Khariri, S.Ap. 

Kasi 

Pemerintahan 

Kelurahan 

Kapuk 

10 Januari 2023 Kantor Kelurahan 

Kapuk, 

Cengkareng 

Jakarta Barat 

4 Ibu. Feli 

Napraiseti, 

ST.,Msc 

Subkoorinator 

Urusan 

Perencanaan 

Pertanahan 

09 Januari 2023 Kantor Dinas 

Cipta Karya, Tata 

Ruang dan 

Pertanahan 

Pemprov DKI 

Jakarta 

5 Andrian Laia, S.H. Advokat 23 Januari 2023 Via Telepon 
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Lampiran 3 Transkrip Wawancara 

1) Narasumber : Bpk Encu Sunardi dan Bpk. Muhammad Sai Alhabsy 

Tempat : Aula Kantor RW 04 Kapuk Poglar 

Tanggal : 13 Desember 2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sejak Kapan anda 

berdomisili di Kapuk Poglar 

Rt.07/Rw.04? 

 

Baik kalau begitu saya awali dari 

pembicaraan awal saya, Perkenalkan nama 

saya Encu Sunardi latar belakang dari tahun 

82,Saya memang sudah tinggal di sini, 

history saya, secara artinya dari bujangan 

82, kalau saya bilang wilayah ini masih 

dalam keadaan rawa bahkan orangpun 

masih terhitung, manusia yang mungkin 

bertempat tinggal di sini. Nah dari situlah 

saya berpijak artinya bertempat tinggal di 

daerah sini. 

2 Apa yang anda ketahui 

tentang sejarah pertanahan di 

Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04? 

menurut ahli waris juga tanah tersebut 

dulunya milik neneknya yang bernama Ibu 

Haja Ema Sarijah. Dulu pun kita tahu 

bahwa di sini tanah yang ditempati oleh 

warga dan ya kan adanya izin dari 

almarhum semasa hidupnya lahan dia, 
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tempat mereka seolah-olah biarkan 

ditempatkan kepada warga yang tidak 

mampu. Menurut Ibu Haja Ema Sarijah 

semasa hidupnya dari zaman yang punya 

kakek nenek yang masih terlebih dahulu 

tinggal di sini sampai udah turun menurun 

ke anak cucu cicit bahkan sekarang gitu. 

3. Apakah anda mengetahui 

berapa luas tanah di Kapuk 

Poglar Rt.07/Rw.04 

Secara pengukuran atau setidaknyala bisa 

kita katakan luas tanah disini tuh bahasanya 

kami tuh sekitar 15.900 m
2 

(meter persegi) 

4 Sejak kapan konflik 

pertanahan antara Warga 

Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 

dengan Polda Metro Jaya 

terjadi serta kronologi 

permasalahan tanah / konflik 

pertanahan tersebut? 

Dalam berjalannya waktu ya memang 

artinya di wilayah sini itu Kita juga nggak 

menyangka tahu-tahunya terjadi tahun 

1995, pihak polda metro jaya tiba-tiba 

mengklaim, seolah-olah tanah yang 

ditempati warga disini itu menurut mereka 

katanya miliknya dengan dasar sertifikat 

hak pakai 595. Tentunya kami sebagai 

warga yang tinggal sudah bertahun-tahun di 

sini disitu merasa terkejut dan dikejutkan 

dengan adanya perihal pengakuan Polda 

tersebut. 

Artinyakan kita dengan dasar tanya Dari 
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mana sebab-musabab serta asal-usulnya 

ujug-ujug Polda punya ya sertifikat kan dan 

juga berdasarkan Tanah ini milik kita dan 

kita yang dari 82 pun tak pernah mendengar 

adanya ini dan itu. 

Kemudian merucut tahun 97 begitu pula 

adanya reaksi yang dilakukan oleh Polda 

sifatnya mengintimidasi warga serta merta 

bahasanya begitulah Iya main geser-gusur. 

Namun, rencana polda tersebut tidak pernah 

terealisasikan sampai dari tahun 97 nanjak 

lagi tahun 2002 begitu pula mereka dengan 

harapan dan keinginan nya pada warga yang 

merasa bertempat tinggal di sini 

seyogiyanya harus meninggalkan gitu lahan 

tersebut, karena akan dipakai dengan 

maksud, alasanya untuk bangun asrama 

polrilah dan sebagainya. Kita juga lakukan 

lagi usaha dan upaya ya kan minta 

perlindungan hukum dan lain sebagainya 

sampai mengerucut di tahun 2016 yang 

terakhir sampai tanggal 8 Februari 2018 itu 

yang sampai memuncak sampai Polda pun 
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memasang spanduk yang bertuliskan 

eksekusi di tanggal 8 Februari 2018. 

Adapun pertemuan dengan warga yang lain 

tahun 2016 atau 17 tanggal 20 waktu itu kita 

memang sempat mereka membuat satu 

undangan kemudian kita difasilitasi 

dimediasi di pihak kelurahan namun 

sifatnya sosialisasi. Sifatnya sosialisasi itu 

kan hanya memberitahukan namun kok 

tiba-tiba dengan adanya waktu dalam jangka 

seminggu dua minggu mereka langsung 

luncurkan surat Somasi yang pertama, 

somasi kedua langsung itu sampai titik 

terakhir 2018 artinya eksekusi sebagai 

langkah yang mereka lakukan. 

Namun dengan adanya kita dengan Upaya 

perlindungan hukum rencana eksekusi 

Polda itu yang rencana tanggal 8 Februari 

2018 kita bisa tunda dan kita batalkan 

dengan keinginan warga karena memang 

tidak adanya sosialisasi dan koordinasi yang 

baik tentunya dengan harapan masyarakat. 

Apakah itu dapat ganti untung masalah 
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mengenai kompensasi Apakah relokasi ini 

tidak ada, hanya sifatnya "Eksekusi" Aja. 

5 Apa pernah dilakukan 

mediasi sebelumnya oleh 

pihak Polda? 

Adapun pertemuan dengan warga yang lain 

tahun 2016 atau 17 tanggal 20 waktu itu kita 

memang sempat mereka membuat satu 

undangan kemudian kita difasilitasi 

dimediasi di pihak kelurahan namun 

sifatnya sosialisasi.  

6 Bagaiman Peran Pemerintah 

dalam mengatasi konflik 

tersebut? 

Kalau dari pemerintah setempat mereka 

sudah ada pada tempatanya, jangankan 

Kelurahan, Kecamatan, Wali Kota sampai 

Ke Gubernur. RW saja pada saat itu kami 

bersama delegasi warga yang lain 

menanyakan ke beliau sebenarnya bapak ini 

masuk ke pihak mana, Warga atau Polda?  

Di situ kami merasa tidak mendapatkan 

keadilan.  

Kalau dari Dewan Perwakilan Rakyat saat 

itu atas aduan kami, membuka sebuah ruang 

bagi warga untuk menyampaikan aspirasi 

mereka di Komisi III DPR RI diundanglah 

kami untuk hadir pada Rapat Dengar 

Pendapat Umum tersebut tanggal 8 Februari 
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2018 dan hasilnya eksekusi itupun di 

tundan. Dari Komnas HAM sendiri pada 

saaa itu memberi surat rekomendasi kami 

(warga) kepada Polda untuk menghentikan 

rencana penggusuran sampai ada 

musyawarah. 

7 Apa saja upaya yang telah 

anda dan warga tempuh 

selama konflik tersebut 

berlangsung? 

 

Kami sebagai warga tidak pernah berhenti 

untuk berupaya dan berusaha demi 

memperjuangkan hak kami. banyak upaya 

yang telah kami lakukan seperti meminta 

bantuan kepada ahli waris selaku pemilik 

tanah beserta dengan alas bukti dan juga 

kami meminta perlindunngan kepada 

pemerintah mulai dari kelurahan hingga ke 

Gubernur namun seakan mereka sudah 

berada pada tempatnya. Kemudian kami 

meminta kepada berbagai instansi/lembaga 

seperti LBH DKI Jakarta, Komnas HAM, 

Partai Politik Fraksi PDI yang juga sebagai 

Dewan Perwakilan Rakyat RI baik dari 

Komisi A, Komisi VI dan Komisi III pada 

saat itu. Dan kami tidak sendiri, banyak 

unsur-unsur  yang ikut serta membantu 
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kami pada saat itu seperti pemuda, aliansi 

mahasiswa, dan juga berbagai organisasi-

organisasi lain.   

8 Apa saja dampak yang 

dialami oleh warga selama 

konflik tersebut berlangsung? 

Kalau bisa dikatakan kami yang ada sisini 

itu sebanyak 160 Kepala Keluarga dan 641 

jiwa yang menduduki tanah ini yang 

mendapatkan ketidakadilan ya kan terancam 

kehilangan tempat tinggal jika tidak 

ditunda. Selama itu kami warga sudah tidak 

menerima air bersih mulai 2016 akibat 

penyetopan air bersih oleh Palija setelah 

Polda menerbitkan somasi pertama. Dan 

dampaknya lagi bagi kami sekarang trauma 

dengan orang asing. Jadi kalau mau kesini 

mesti ada dampingan dari kami sebagai Rw 

karena warga takut bakalan ada orang atau 

oknum yang bisa saja berniat buru masuk 

kesini. 

9 Menurut anda apa saja faktor 

penyebab terjadinya konflik 

tersebut? 

Ya itu tadi, tanah yang kami tempati dan 

kami diduduki oleh warga disini bukan 

katanya ngga ada ahli warisnya 'ada' yaitu 

seseorang yang bernamakan dirinya bapak 

Muhammad Said Al Habsyi sebagai anak 
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cucu dari pada ibu Haja Ema Sarijah. 

Bahwasanya menurut ahli waris juga tanah 

tersebut dulunya milik neneknya yang 

bernama Ibu Haja Ema Sarijah dengan alas 

surat girik C 460. Dan satu sisi Polda 

mengklaim bahwa Tanah ini miliknya 

dengan sertifikat hak pakai 595 yang tanpa 

kita ketahui ko kapan bisa diterbitkan dan 

kapan ininya gitu loh. 

10 Apakah pernah mengubah  

surat girik tersebut menjadi 

hak guna pakai? 

Baik Mas, perkenalkan saya merupakan 

cucu dari Almh Ibu.Ema Sarijah pemilik 

tanah dan juga selaku ahli waris yang 

berdasarkan pada Surat Girik C 460, 

Mengingat begitu banyaknya isu yang 

mengatakan bahwa tanah yang ditempati 

oleh warga ini merupakan tanah terlantar 

dan digarap oleh warga setempat secara 

bebas. Hal inilah yang perlu dipatahkan 

karena kami tau asal-usul dari tanah 

tersebut, tanah ini milik nenek saya, dan 

memberikannya kepada warga yang tidak 

bertempat tinggal pada saat itu sebagai 

wujud dari kepeduliannya dan amal 
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ibadahnya nanti, sehingga beliau 

mengijinkan tanah tersebut untuk digarap 

oleh warga dan juga dengan berdasarkan 

ijin dari kelurahan pada saat itu. Hal ini kan 

sangat rancuh kalau tanah ini dianggap 

tanah terlantar apalagi kalau diklaim sebagai 

tanah milik Polisi. Karena kan tanah ini 

dulunya cuma rawa-rawa yang memang 

tidak layak huni tetapi atas kerja keras 

warga setempat untuk menggarapnya dari 

tahun 1970-an maka tanah itupun menjadi 

layak huni hingga sekarang. Kalau untuk 

mengubah surat girik tersebut buat apa mas, 

tahun 2017 aja ketika pengusaha hengkang 

dari tanah tersebut karena kalah di PN 

Jakarta Barat karena melawan Polda, saya 

langsung menghubungi Pak.Encu selaku 

ketua Rt sekaligus ketua delegasi dari warga 

pada saat itu untuk menjaga tanah tersebut 

agar tidak di kuasai oleh Polda. Perlu untuk 

diketahui bersama  bahwa saya tidak pernah 

mengubah surat girik tersebut menjadi hak 

guna pakai.  
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2) Narasumber : Bpk. Moh. Khabib Khariri, S.Ap. 

Tempat : Kantor Kelurahan Kapuk 

Tanggal : 10 Januari 2023 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sebenarnya apa konflik yang 

terjadi antara Warga Kapuk 

Poglar Rt.07/Rw.04 dengan 

Polda Metro Jaya 

Konflik itukan udah lama, dan sekarang kan 

udah tidak ada lagi. Itu konflik pertanahan 

dulu. Itupun dulu wilayahnya kelurahan 

kedaung kali angke dan pindah jadi wilayah 

kapuk.   

2 Bagaimana keterlibatan atau 

peran dari kelurahan pada 

saat konflik tersebut 

berlangsung? Adakah mediasi 

atau upaya mempertemukan 

kedua belah pihak yang 

berkonflik yang dilakukan 

oleh kelurahan pada saat itu? 

Mohon maaf mas saya tidak tau secara 

keseluruhan konflik ini, karena saya juga 

baru dipindahkan ke sini namun 

sepengetahuan saya tidak pernah ada atau 

dilakukannya mediasi antara warga dan 

polda di kelurahan pada saat itu. Alasannya 

karena kelurahan tidak mengetahui tanah itu 

milik siapa.   

 

3) Narasumber : Ibu. Feli Napraiseti, ST.,Msc 

Tempat : Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan   

Pemprov DKI Jakarta 

Tanggal : 9 Januari 2023 
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No Pertanyaan Jawaban 

1 Adakah kebijakan yang telah 

dibuat oleh Pemprov DKI 

Jakarta didalam mengatasi 

berbagai Konflik Pertanahan 

yang terjadi di wilayah DKI 

Jakarta sendiri? Contohnya 

Konflik Pertanahan antara 

Warga Kapuk Poglar dengan 

Polda Metro Jaya.     

Baik, sebelumnya mas mohon maaf jujur 

saya sendiri belum mengikuti kasus tersebut 

dan saya pun baru bertugas di dinas 

setempat. Tapi kalau bicara masalah 

kebijakan pemerintah dalam mengatasi 

Konflik Pertanahan maka saya bisa 

menanggapinya dimana kita di Dinas Citata 

sendiri kalau secara umum kebijakannya 

yaitu gugus tugas reforma agraria salah 

satunya itu. Gugus tugas reforma agraria 

adalah bertugas untuk salah satunya selain 

untuk mengatasi ketimpamgan penguasaan 

dan pemilikan tanah dan juga untuk 

mengatasi konflik pertanahan. misalnya 

kalau ada permasalahan pertanahan, kami 

sebagai dinas citata akan coba 

mengkoordinasikan hal tersebut bersama 

dengan biro hokum, kira-kira kenapa?, 

masalahnya apa? Gitu. Sementara kalau 

yang kebijakan yang spesifik ke kasus ini 

saya tidak tahu. 

Kasus jika sudah masuk ke tanah hukum 



 

102 
 

tidak menjadi bagian dari yang akan dibahas 

oleh gugus tugas reforma agraria. Karena 

yang dibahas dalam gugus tugas reforma 

agraria itu yang harus sudah putus masalah 

hukum supaya kita bisa bergerak.  

2 Apa penyebab masih 

terjadinya konflik pertanahan 

dengan kasus sertifikat ganda 

atau tumpang tindih sertifikat 

Untuk ini mas saya tidak dapat menjawab 

karena bukan wewenang kami ini 

merupakan wewenang dari pada BPN, jadi 

saya Cuma bisa meberikan saran, bahwa 

dalam mengetahui hal tersebut perlu 

dilakukan penelitian mengenai warkah dari 

penerbitan SHP tersebut di BPN, karena 

warkah merupakan Dokumen pendukung 

yang di dokumentasikan dalam rangka 

menerbitkan suatu sertifikat artinya seluruh 

sejarah tanah ada di situ.  

3 Apa yang menjadi tujuan 

pemerintah menerbitkan 

Pergub DKI 207/2016? 

Kalau mengenai ini mas, ada namanya kita  

Bidang penindakan bangunan, kitakan di 

dinas ini mempunya Rencana tata ruang 

itukan mengatur terhadap ruangnya. Kita 

punya juga aturan mengenai kepemilikan 

tanah. Nah, jadi yang diatur oleh tata ruang 

inikan bangunannya. tata ruang itu kan dia 
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mengatur ke pemanfaatan intensitas juga 

dan ini juga bisa bongkar atau apapun bisa 

kalau “digunakan” terhadap tanah. 

Pergub ini dulunya ada rencana untuk 

dicabut, namun sampai sekarang belum 

diputuskan, itu artinya banyak 

pertimbangan hukum yang belum berani di 

putuskan oleh pemerintah DKI Jakarta.  

Jadi sekarang itu kalau boleh dikatakan 

kadang warga bisa menuntut apa saja dan 

sebenarnya pemerintah ingin  sekali 

membantu, ingin sekali membuat sebuah 

keputusan yang memihak kepada warga 

tetapi pada keadaan tertentu ada koridor-

koridor tertentu yang tidak boleh kami 

langgar juga kan.  

 

4) Narasumber : Advokat/Pengacara    

Tempat : Via Telepon 

Tanggal : 23 Januari 2023 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaiman Proses Kalau Girik itu merupakan sebuah prodak 
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Penyelesaian Konflik 

Pertanahan, jika kedua belah 

pihak memiliki alas hak atas 

tanah baik berupa sertifikat 

hak pakai maupun surat girik 

dari ahli waris? 

dari lurah / desa, otomatiskan ada 

pembayaran pembayaran disitu seperti 

pajak. Untuk pembuatan sertifikat Girik itu, 

harus melalui kelurahan yaitu dengan syarat 

Petama, wajib dibuat PM 1 atau status 

tanah, jadi surat keterangan dari lurah. 

Kemudian, penguasaan lahan atau 

Sporadiknya. Itu merupakan syarat-syarat 

pembuatan sertifikat tanah atas dasar girik. 

Dalam penyelesaian konflik tersebut maka 

sertifikat hak pakai itu harus dibatalkan 

terlebih dahulu. Nah, Untuk membatalkan 

sertifikat hak pakai tersebut warga dan ahli 

waris harus bersurat ke BPN atau PTUN 

yang dimana kita juga harus ada pegangan 

seperti surat Girik asli, surat keterangan dari 

lurah bahwasannya surat giriknya masih 

terdaftar dan berkas-berkas pendukung 

lainnya. Dengan batalnya SHP tersebut 

nantinya warga dan ahli waris dapat 

mengubah surat giriknya menjadi sertifikat 

dengan memohonkan ke BPN. 

2 Mengapa sertifikat hak pakai Sudah barang tentu ada yang melakukan 
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dapat diterbitkan sementara 

masih ada pemiliknya dengan 

alas surat girik. 

perbuatan melawan hukum dengan 

mengakali proses pembebasan hak atas 

tanah tersebut. Seperti yang saya bilang tadi 

ya akar masalahnya dari kelurahan itu 

kenapa karena Surat Girik itukan 

merupakan produknya ya otomatis dia tau 

masalah itu,  dengan mengubah menjadi 

surat keterangan bahwasannya tanah itu 

milik Pemda gitukan yang terjadi muncul 

sertifikat hak pakai sementara tanah tersebut 

ada ahli warisnya berupa surat Girik. Jadi 

sumber masalahnya dari kelurahan. Kalau 

mau lebih jelasnya, Silahkan kamu cek ke 

kelurahan dulu status tanah tersebut itu 

kalau memang bisa mereka terbuka terkait 

ini ya. 
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Lampiran 4 : Dokumentasi 

Wawancara dengan Ketua Rw 04 Kapuk Poglar 

 

 

 

 

Wawancara dengan Subkoorinator Urusan Perencanaan Pertanahan 
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Lampiran 5  

Riwayat Hidup Penulis 

 Skripsi ini ditulis oleh Notaris Ndruru dengan nama panggilan 

Nota/Notaris, Notaris lahir di Nias Selatan, Sifalago Susua 22 Mei 2001. Saat ini 

Notaris berdomisili di Tomang, saya merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara, dan 

saya anak laki-laki bungsu dikeluarga saya, saya merupakan anak dari Bapak 

(Alm) Borowanolo Ndruru, S.E. dan Ibu Adinuso Laia. Dan saya memili Kakak 

Perempuan Pertama yang bernama Mesra Karyawati Ndruru, S.Pd. dan Kakak 

Perempuan Kedua saya (Almh) Seminar Kasih Ndruru, Amd.Keb. dan saya juga 

memiliki Kakak Laki-Laki atau yang lebih sering disebut Abang Pertama yang 

bernama Fotuho Aro Ndruru, S.H. dan Abang yang Kedua yang bernama 

Nosisokhi Ndruru, S.H. Pada perkuliahan ini saya mengambil jurusan ilmu 

politik, alasan untuk mengambil jurusan Ilmu Politik ini, selain karena tertarik 

dengan politik saya ingin keluar dari zona nyamannya saya yang merupakan 

seseorang dengan jiwa introvert. Hal inilah yang menjadi alasan saya memilih 

jurusan Ilmu Politik. Perjalan selama perkuliahan saya terbilang cukup baik, 

walaupun selama kurang lebih dua tahun dilanda oleh pandemi Covid-19 yang 

mengharuskan untuk kuliah secara online tapi Puji Tuhan bisa terlalui dengan 

baik. Saya selama perkuliahan juga terlibat dalam struktur kepanitian yang 

diselenggarakan oleh Persekutuan Oikoumene Universitas Nasional dan juga ikut 

beberapa organisasi-organisasi eksternal seperti Himasgo, Yayasan Nias Peduli 

dan ForNisel.         

 



 

108 
 

 

Lampiran 6 Hasil Cek Plagiasi :  
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